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PERATURAN DAERAH KAtsUFA'fEN PONTIANAK

NOMOR OII T'AHUN 2006

TENTANG
PEITUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABU]'ATEN PONTIANAK

NOMOR 03 TAIIUN 2OO1 'TENTANG RETRIBUSI BIDANG ADIbIINISTRASI

Menimbari,g : a.

KEPENDUDUKAN DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG M,\HA ESA

BUPATI I'ONTIANAK,

bahwa dengan sernakin meningkatnya jumiah penduduk dan
perkembangan perekonomian pada saat ini, petlingkatan pelayanan
cli Bidang Administrasi Kependudrtkan dan akta Catatan Sipil di
Kabupaten Pontianak, harus tetap dilakukan secara konsisten dan
kesinambungan;

bahwa dalam rangka preningkatan pelayarnan di Lriciang Administrasi
Kependudukan dan akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada
huruf a diatas, dipandang pei-lu pengenaan tarif Retribusi Bidang
Adrninisti"asi Kependuclukan dan Akta Catatan Sipil sebagaimana
diatur dalanr Peraturan Daerah Nomor 03 l-ahun 2001 tentang
Retribusi Bidang Admirristrasi Kependudukan dan Akta Catatan Slpil
dilakukan penyesuaiarr sesuai denganr kondisi pada saat ini;

bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a Can b

diatas, plerlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Atas Peraturan Daeralr Kabupaten Pontianak Nomor 03
Tahun 2001 tentang Fletribusi Sidang Administrasi Kependudukan
dan Akta Catatan Sipil;

Undang-Undangl Nornor 27 Tahun 11159 tentang Penetapan
Undang-UndanE Darurat Nornor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat ll di Kalimantan (Le:nbaretn llegara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1959 Nomor 72,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1B2Cl);

Llndang-Undang Nomor B Tahun 1981 tentar,g Hukum Acara Pidana
(Lembararr Negara Republik Indonesia Tahun 198i Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3209);

Undang*Undang Nomor 1B Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1997

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 3679) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RepuLrlik lndgnesia
Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor a048);

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang;-undangan (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);
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5. Undang-Undang Nonror 32 Tahun 20A4 terrtang Pemerintah;an
Daerah (Lembaran l"legara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indotresia
Nomor 4437) sebagraimana telah diubah dengan Peraturarr
Pemerintah Pengganti Undang-l.Jrrdang Nomor 3 Tahun 2005
(Lembaran Negara Ftepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4493) yang
telah ditetapkarr dengan Undang-Undang Nc'mor B Tahun 2005
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nclmor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4548).

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 20C14 tentang Perimbangan
. Keuangan antara Pemerintah Pusat dan tlaerah (Lembaran lt,legara
Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tanrbahan Lenrbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran
Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 569);

B. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor B Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun '1983 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3258);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 teniang Penyerahan
.Sebagian Urusiln Pemerintan di Bidang Penyelenggaraan
Pendaftaran Penduduk kepada Daerah (Lernbaran Negaria
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3742),

l0.Peraturan Pemerlntah Ncmor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indorresia Nomor 3952);

1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan
dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nornor 202, Tarnbahan Lembaran
Negara Reprrblik Indonesia Nomor 4022)',

l2.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Ren.ribusi
Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Noilor 119, Tambahan Letnbaran Negara Republik Indonesia
Nornor 4139);

l3.Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penatai,n dofl
Feningkatan Pembinaan Fenyelenggaraan Catatan Sipil;

l4.Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2001 tentang Retribusi Bidang
Adnrinistrasi Kependuclukan dan Catatan Sipil (Lembaran Daerah
Tahun 2001 Nomor 04);

15. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahttn 2005 tentang Pembentukan dan
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak
(Lembaran Daerah Tethun 2005 Nomor 02 Seri D Nomor 01);



Dengan Persetujuan Bersama
DTJWAN PERWAKILAN RAKYAT D/\ERAH KABUPATEN PONTIANAK

dan
BUPATI PONTIANAK

MEMI.J'TUSKAN :

Menetap'r;an : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURIIN D/\ERAH KABUPATEN
PONTIA.NAK NOMOR 03 TAHUN 20CI1 TEI.ITANG RETRIBUSI
BIDANG ADMINISTRAS,I KEPENDUDUKNN DAN AKTA CATATAN
SIPIL.

lP;asal I

Beberapa keterrtuan dalanr Peral:uran Deerah Kabupaterr Pontianak Nomor 03
Tahun 2001 tentang Retribusi Bidang Kependudukan dan Al"lta Catatan Sipil (Lembaran
Darerah T'ahun 2001 Nomor 4) diubah sebagai berikul :

1. Ketentuan Pasal l angka 13 dan angka 14 diubah sehingga l angka 13 dan
angka 14 berbr"rnyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan .

13.Surat Keterangan Catatan Sipil adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan
berkaitan langsung dengan proses peiayanan Catatan Sipil.

14.Surat keterangan lainnya adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan berkaitan
cJengan administrasi kependudukan (Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan
Surat pindah dan lain lain).

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Retribusi Biaya Pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta
Catatart Sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

3. Ketentuan Pasal Z diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

('1)Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi didasarkan atas kebijakan daerah
derrgan memperhatikan biiaya pelayanan jasa yang bersangkutan serta
kenrampuan masyarakat dan berasaskan keadilan,

(2) Biaya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya cetak perset (4

lenrrbar) Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan atau Akta Catatan Sipil

yang dibayarkan oleh Penrerintah Daerah kepada percetakan.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal B berbunyi sebagai berikut:

Pasal B

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang dtberikan.

(2) St;uktur dar, besarnya tarif sebagaimana rjimaksud ayat (1)ditetapkan sebagai

berikut:

a. Penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk ... Rp. 5.000,-

b. Fenggantian biaya cetak Karlu Keiuarga .... Rp. 7.300,-



Fenggantian biaya cetak Akta Catatan Sipil :

'|.. Akta Kelahiran :

wNl
a). Anak umur 0 sampai dengan 1B (delapan belas) tahun Rp.
b). anak Umur diatas 1B (delapan belas) tahun :

- Anak kesatu dan kedua Rp.
- Anak ketiga dan seterusnya . ..... Rp.
- Kutipan kedua ..... Rp
- Salinan akta kelahiran .. ....... Rp.

WNA
Anak kesatu dan kedua

- Anak ketiga dan seterusnya .

- Kutipan kedua
- Salinan akta kelahiran ..

Akta Perkawinan :

WN I

Pencatatan perkawinan di dalam kantor..
Pencatatan rrerkawinan di luerr kantor.
Pencatatan perkawinan melebihijangka waktu 1 (satu)
bulan di dalam kantor
Pencatatan perkawinan melebihijangka waktu 1 (satu)
bulan di luar kantor
Kutipan akta perkawinan.
Kutipan kedua akta perkawinan
Salinan akta perkawinan

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

0,-

10.000,-
15.000,-
17.000,-
27.500,-

20.000,-
35.000,-
35 000,-
60.000,-

Rp. 40 000,-
Rp 60.000,-

Rp. 75.000,-

Rp i 00.000,-
Rp. 30.000,-
Rp 70.000,-
Rp i.5 000,-

Rp. 75.000,-
Rp 125.000,-

Rp. 125 000,-

Rp. 225.000,-
Rp. 50.000,-
Rp. 100.000,-
Rpr. 100.000,-

Rp.i00 000,-

Rp 175 000,-
Rpr. 100.000,-
Rp.'125.000:

Rpr. 150 000,-

Rp. 250.000,-
Rp 150.000,-
Rp. 200.000,-

WNA
- Pencatatan perkawinan di dalam kantor.
- Pencalaran perkawinan di luar kaittor..........
- Pencaratan perkavrinan melebihijangka waktu 1 (satu)

bulan di dalam kantor
- Pencatatan perkawinan melebihijangka waktu 1 (s;:tu)

bulan di luar kantor
- Kutipan akta pei"kawinan.
- Kutipan kedua akta perkararinan
- Salinan akta perkawinan.

3. Akta Perceraian :

w r,t_l

- Pencatatan perceraian dan kutipan akta perceraian."....
- Pencatatan perceraian rnelebihijangka waktu 1 (satu)

bulan seiak tanggal keputusan pengadilan negeri yang
telah rnempunyai kekuatan hukum yang tetap

- Kutipan kedua.
- Salinan akta perceraian .

WNA
- Pencatatan perceraian dern kutipan akta perceraian... ..

- Pencatatan perceraian melebihijangka waktu 1 (satu)
bulan senjak tanggal keputusan Pengadilan Negeri yang
telah mempunyai kekuatan hukur,n yang tetap

- Kutipan kedua.
- Salinan akta perceraian .



,4. Akta Kematian :

wNl
- Pe-ncatatan dan penerbitern kutipan akta kem;atian ......... Rp. 15.000 -
- Kutipan kedua. Rp. 20.000,-
- Salinan akta kematian .. ...... Rp. 30.C00,-

WNA
- Pencatatan dan penerbitern kutipan akta kematian
- Kutipan kedua.
- Salinan akta kematian ..

5. Pengumuman Perkawinan :

WNI
- Dalam daerah
- Luar daerah

s{xt
- Dalam daerah
- Luar daerah

5. Pengakuan / Pengesahan Anak :

-wNt.......
-wNA...........

7. Surat Keterangan Lainnya ;

-wN1...........
-wNA.....

8. Catatan ditepi Akta / Catatan Pinggir :

-wNt......
-wNA.....

9. Legalisiir :.

-WNI
WNA

Rp. 35.000,-
Rp. 40.C00,-.
Pp. 60.000,-

Rp. 15.000,-
Rp. 20.000,-

Rp. 25.000,-
Rp. 35.000,-

Rp. 50.000,-
Rp. 90.000,-

flp. 15.000,-
Rp. 35.000,-

Rp. 20.000,-
Rp. 30.000,-

Rp. 30.000,-
Rp. 50.000,-

5. Diarrtara BAB Xl dan BAB Xll disisipkan 1 (satu) BAB dan 1 (satu) Pasal, yakni
BAB XIA dan Pasal 14a, yang berbunyi sebagai berikut .

BAts XIA
SAN KS I A.DIVI I N IS TRASI

Fasal 14a

Dalam 'lal wajib retribusi mernbayar tldak tepat pada waktunya atau l<urang
membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2o/o (dua persen)
setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan clitagih dengan
menggunakan STFID.



Pasal ll

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggai diundangkan.

Agar rsetia:p orang dapat mengetahuinya, nremerintahkan pengundangan Pererturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Porrtianak.

Ditetapkandi Mempawah
pada tanggal 28 Agustus 200bi

BUPATI PONTIANAK.

ttd

AGUS SALIM
Di Lrndangkan dr iviempawah
pada tanggal 29 I 08 I 2406

SEKRET,,\RIS DAERAH KABUPATEN I'ONTI,A.NAK.

rtd

SYE'BI SYOI.IIB

LEMBAIIAN l)AIIRAH t A.BLJPATEN POl'i]'IANAK
]'AIII.-JN 2006 NOMOR 0.1 SERI C NON1OR 04

Silinarr sesuai dengan aslinya

Kepaia Bagian llukurn
Sekrctariat Daerah.KaQupaten Pontianali,



PEhIJELASAN

FiTAS

PERATLIRAN DIIERAH KABUPATEN PONTIANAK

NO|VIOR 04 'TAHUN 2006

TENTANG

PE|RUBAHAN ATAS PERATURAI,I DAERA}I KABUPATEN PONTIANAK
NOMOR 03 TAHUN 2OO1 TENTI\NG RETRIBUSI BIDANG KEPENDUDUKAN DAN

AII.TA CAI'ATAN SIPIL

I. PENJEL.ASAN UMUM

Sesuai dengan ketentuan Peraturan PerUndang-undangan Perpajakan dan

Retribusi Daerah yang berlaku seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah

Nonror 66 Talrun 2001 tentang Retribusi Daerah, bahwa tarif retribusi dapat ditinjau

kembali dalanr rangka penyesuaian tarif retribusi.

Atas dasar tersebut, maka dipandang perlu tarif retribusi di tridang

kependudukan dan akta catatan sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah

Nomor 03 Tahun 2001 tentang tletribusi Bidang Kependudukan dan Akta Catatan

Sipil untuk dilakukan penyesuaian.

Penvesuaian dimaksud adalah dalam rangka menyikapi semakin meninrJkatnya

jumlah penduduk dan perkembangan perekonomian sehingga dilakuKan penlesuaian

sesuari dengan kondisi pada saat ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah

tersebui, disamping itu adalah dalam rangka untuk mentngkatkan pelayanan.

II. PEN-JELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal l

A,ngka 1

Pasal 1

Cukup Jelas

Angka 2

Pasal 5

Cukup Jelas

Angka 3

Pasal 7

Cukup Jelas

Angka 4

f,asal 8

Cukup Jelas



Angka 5

Pasal 14a

Cukup Jelas

Pasal ll

Curkup Jelas


